
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, pcrlu 
menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 
2012 tentang'Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa; 

b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat beberapa 
kctentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, yang tidak sesuai dengan 
perkcmbangan dan keadaan, sehingga Peraturan 
Bupati tersebut perlu untuk diubah; 

Menimbang a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam 
pengelolaan Ba&i Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Untuk Desa, telah diterbitkan Peraturan 
Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Untuk Desa; 

BUPATI PURWOR&JO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

BAO! HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
UNTUKDESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 51.2 TAHUN 2012 

BUPATI PURWOREJO 

·• [SALINAN] 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 
t.entang Pengclolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pcmerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kot.a (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

10. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 37 Tahun 
2007 tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan 
Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

•I 



Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Untuk Desa (Serita Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2012 Nomor 46), diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 
2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK 
DESA. 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupatcn Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworcjo Tahun 2008 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pwworcjo Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pwworejo Tahun 2008 Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2010 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Sumber Pendapat.an Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2010 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 
Tahun 2012 tcntang Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Untuk Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 2); 

17. Pera tu ran Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, 
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; 

18. Pcraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pcngelolaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa; 

-t 



BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 
MAHSUNZAIN 

Diundangkan di Purworeio 
pada tanggal 20 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

Tul. 

TRI HANDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2012 NOMOR 51.2 SERIE NOMOR 45.2 

Ditetapkan di Purworeio 
pada tanggal 20 Deaember 2012 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlalru sarnpai 
dengan ditetapkannya Kepala Desa atau Penjabal (Pj.) Kepala' Desa. • 

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Carnal. 

(I) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa atau Kepala 
Desa berhalangan wwp/ berhalangan sernentara, dan belum 
diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka kedudukan dan 
kewenangan Penanggung Jawab Keuangan, khusus untuk Bagi 
Hasil PORO dapat diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Oesa 
Lainnya atau Pejabat/Pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk 
oleh Camat berdasarkan usu! dari BPD. 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 24A 

"BAB XA 

Diantara BAB X SANKS! DAN BAB XI KETENTUAN PERALrHAN 
disisipkan I (Satu) Bab, yakni BAB XA KETENTUAN LAIN-LAIN dan 
disisipkan I (Satu) Pasal, yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai 
berikut: 


